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ABSTRAK

IMPLEMENTASI DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENCABUT
LARANGAN TERBANG DI KAWASAN UDARA UNI EROPA, 2008-2018

Oleh

SHERIN DWI NOVIADININGRUM

Pada tahun 2007, penerbangan sipil di Indonesia mengalami keterpurukan.
Angka kecelakaan penerbangan yang tinggi menjadi satu penyebab audit ICAO
Indonesia dibawah rata-rata global. Hasil audit ICAO digunakan sejumlah negara
untuk mempertimbangkan keamanan penerbangan milik negara lain, salah satunya
Komisi Eropa. Komisi Eropa berupaya meminta konfirmasi dan diskusi lebih
jauh, Pemerintah Indonesia mengabaikannya. Hal ini berimbas pada ditetapkan
larangan terbang seluruh maskapai Indonesia ke Wilayah Uni Eropa. Tentunya
berdampak pada pariwisata dan ekspor-impor sebagai perekonomian negara.

Penelitian menggunakan analisis pada konsep diplomasi penerbangan yang
berfokus pada tiga kerangka, yaitu penerbangan sebagai alat kebijakan negara,
penerbangan sebagai pembentuk citra negara, dan subjek penerbangan terlibat
dalam aktivitas diplomatik. Metodologi menggunakan kualitatif melalui analisis
deskriptif untuk mendeskripsikan upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia
dengan Komisi Uni Eropa. Fokus penelitian adalah implementasi diplomasi yang
dilakukan Indonesia dalam medio 2008-2018. Melalui teknik studi literatur serta
berbagai sumber data terutama laman resmi DJU, ICAO, Komisi UE, dan sumber
terkait lainnya. Data dianalisis dengan teknik reduksi sertan triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan, implementasi diplomasi Indonesia melalui
tiga pelaksanaan, Pemerintah Indonesia membangun horizontal agreement dengan
negara-negara anggota UE, Maskapai Garuda Indonesia menginisiasi codeshare
dengan maskapai negara-negara UE, serta Pemerintah Indonesia bekerja sama
dengan ICAOQO. Hasil dari diplomasi tersebut, yakni audit Indonesia berhasil
melampaui rata-rata global. Selain itu, pencabutan larangan terbang maskapai
Indonesia secara bertahap, yaitu tahun 2009, 2010, 2011, 2016, dan pembebasan
larangan terbang seluruh maskapai dilakukan secara resmi di tahun 2018.

Kata kunci : larangan terbang, diplomasi, Komisi Uni Eropa, Indonesia, ICAO



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF INDONESIA'S DIPLOMACY IN LIFTING THE
FLIGHT BAN IN THE EUROPEAN UNION AIRSPACE, 2008-2018

By

SHERIN DWI NOVIADININGRUM

In 2007, civil aviation in Indonesia experienced a downturn. The high number of
flight accidents was one of the reasons why Indonesia's ICAQO audit was below the
global average. The results of the ICAO audit were used by several countries to
consider the safety of flights belonging to other countries, one of which was the
European Commission. The European Commission attempted to request further
confirmation and discussion, but the Indonesian Government ignored it. This
resulted in the ban on all Indonesian airlines flying to the European Union Region.
Of course, it has an impact on tourism and exports-imports as the country's
economy. The study uses analysis on the concept of aviation diplomacy which
focuses on three frameworks, namely aviation as a tool of state policy, aviation as
a shaper of the country's image, and aviation subjects involved in diplomatic
activities. The methodology uses qualitative through descriptive analysis to
describe the diplomatic efforts carried out by Indonesia with the European Union
Commission. The focus of the study is the implementation of diplomacy carried
out by Indonesia in the mid-2008-2018. Through literature study techniques and
various data sources, especially the official pages of the DJU, ICAQO, the EU
Commission, and other related sources. Data were analyzed using data reduction
and triangulation techniques. The results of the study show that the
implementation of Indonesian diplomacy through three implementations, the
Indonesian Government built a horizontal agreement with EU member countries,
Garuda Indonesia Airlines initiated code-sharing with EU airlines, and the
Indonesian Government collaborated with ICAO. The results of this diplomacy,
namely the Indonesian audit successfully exceeded the global average. In
addition, the lifting of the flight ban on Indonesian airlines was gradual, namely in
2009, 2010, 2011, 2016, and the release of the flight ban on all airlines was
officially carried out in 2018.

Keywords : flight ban, diplomacy, European Commission, Indonesia, ICAO
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I. PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji diplomasi yang dilakukan atau diimplementasikan
Indonesia untuk menghapus atau mencabut larangan terbang di Kawasan Uni
Eropa (UE) dalam rentang tahun 2008-2018. Penelitian ini penting dan layak
dilakukan atas landasan justifikasi empiris serta kebaruan yang ditemukan oleh
peneliti. Bab pertama membahas latar belakang penelitian yang menjabarkan
secara singkat tentang penerbangan dalam hubungan internasional, masalah
penerbangan di Indonesia, Indonesia dilarang terbang di UE, Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara (DJU) yang mengabaikan peringatan Direktorat Jenderal
Mobilitas dan Transportasi (DG TREN). Bab pertama menyajikan penelitian

terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

1.1. Latar Belakang

Penerbangan mengubah dunia secara signifikan. Penerbangan sebelumnya
merupakan suatu elit yang saat ini menjadi alat biasa untuk digunakan sebagai
mobilisasi lebih mudah dibandingkan transportasi lain, sehingga penerbangan
berkontribusi besar terhadap globalisasi (Kobierecki, 2020). Penerbangan
memiliki signifikansi politik terhadap kedaulatan, pertahanan, dan status nasional
(Dobson, 1993). Penerbangan menjadi penggerak perekonomian utama yang
didukung oleh meningkatnya jumlah populasi berpendapatan. Sejak tahun 1995,
perekonomian dunia yang diukur dalam produk domestik bruto (PDB) tumbuh
sebesar 2.8% per tahun, demikian lalu lintas penerbangan dunia (dinyatakan



dalam revenue passenger-kilometres)! meningkat pada pertumbuhan tahunan rata-
rata sebesar 5% (International Civil Aviation Organization, 2023).

Popularitas penerbangan tentunya penting karena selain mendongkrak
perekonomian, penerbangan juga sejalan dengan kepentingan politik dan
diplomatik. Suatu negara mempunyai hak memutuskan untuk membuka atau
mempertahankan hubungan udara dengan negara-negara lain, kemungkinan besar
berdampak pada masyarakat sekaligus mempengaruhi hubungan antar negara
tersebut. Oleh karena itu, maskapai penerbangan berperan dalam memproyeksikan
identitas nasional, sementara lembaga penerbangan sebagai aktor hubungan
internasional non-negara (Kobierecki, 2020). Penerbangan saat ini memungkinkan
untuk melakukan perjalanan jauh dengan cepat, sehingga dapat mengubah wajah
diplomasi pada abad dua puluh (Kobierecki, 2020). Hal ini merupakan alasan
penerbangan memiliki keterkaitan dalam hubungan internasional.

Penerbangan yang aman dalam hal aksesibilitas dan mobilitas merupakan
pertimbangan penting untuk industri pariwisata dan kepentingan migrasi suatu
negara (Henderson, 2009). Dikarenakan penerbangan menjadi identitas suatu
negara, setiap negara seharusnya berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas
penerbangan masing-masing. Negara-negara berkembang kemungkinan besar
memiliki kualitas penerbangan internasional melalui berbagai fenomena kompleks
yang melibatkan banyak pihak dan kekuatan (Henderson, 2009). Kekurangan dan
kegagalan tentang keselamatan penerbangan suatu negara mungkin menjadi
hambatan berupa kritik internasional, mencoreng reputasi, dan citra negara yang
berdampak langsung pada sektor pariwisata, ekspor, dan migrasi. Indonesia
adalah salah satu contoh negara yang pernah berada di titik terburuk standar
penerbangan internasional dimana fenomena ini berakibat pada larangan terbang
seluruh maskapai di Indonesia oleh Komisi UE tahun 2007 silam.

Diawali dengan jatuhnya maskapai Adam Air di Selat Makassar pada
Januari 2007 (Yeung, 2018). Tidak berselang lama, Organisasi Penerbangan Sipil
Internasional (ICAQO) mengirimkan tim audit penerbangan (USOAP) untuk
melakukan audit penerbangan rutin pada Februari 2007 (Indonesia National Air
Carriers Association, 2019). Hasil USOAP melaporkan nilai Global Aviation

! Satuan pengukuran volume penumpang yang diterbangkan oleh maskapai sebagai hasil perkalian
antara jumlah penumpang dengan jarak penerbangan dalam satuan kilometer



Safety Plan (GASP) Indonesia berada di angka 54,95% (Gloria, 2017). ICAO
menetapkan standar keselamatan penerbangan internasional dengan nilai GASP
minimal 60% berdasarkan total audit penerbangan di seluruh negara anggota (The
ICAO, 2016). Artinya, kualitas penerbangan internasional di Indonesia belum
memenuhi standar internasional atau dapat dikatakan cukup buruk.

USOAP di Indonesia dilakukan lebih dari satu kali, yaitu pada tahun 2000,
2004, dan 2007 (Pambagio, 2008). Diantara ketiga periode audit tersebut, tahun
2007 menyimpulkan titik keadaan penerbangan sipil Indonesia di masa itu. Hasil
temuan USOAP tahun 2007 menyatakan bahwa terdapat 121 poin ketidakpatuhan
keselamatan dan keamanan penerbangan Indonesia (Angkasa, 2009). Sebesar 61%
dari 69 insiden terjadi pada tahun 2007 dan 39% dari 52 insiden terjadi antara
tahun 2000 sampai 2006 (Angkasa, 2009). Berikut ini merupakan jumlah
kecelakaan maskapai atau pesawat yang terjadi di Indonesia dan dikategorikan
sebagai penerbangan sipil dalam rentang tahun 2000 sampai 2007:

Tahun Jumlah Maskapai Total Korban
2000 1 0
2001 3 5
2002 8 24
2003 5 4
2004 2 25
2005 6 166
2006 7 12
2007 6 122

Tabel 1.1. Kecelakaan Penerbangan Sipil Indonesia 2000-2007
Sumber : Aviation Safety Network, 2024

Deretan kecelakaan penerbangan sipil di Indonesia dikatakan selalu terjadi
setiap tahunnya. Sehingga hasil USOAP menunjukkan kualitas keselamatan
penerbangan sipil di Indonesia belum sesuai standar internasional. Hasil USOAP



juga dijadikan acuan oleh sejumlah negara untuk menentukan apakah transportasi

udara suatu negara layak terbang atau tidak, salah satunya Uni Eropa.

_ Standar Nilai
Audit _
No. ICAO Indonesia  Keterangan
(8 CE)
(%) (%)
Undang-undang Penerbangan Belum
1. 70% 41.67% _
Memenuhi
Peraturan Operasional Belum
2. 70% 33.47% _
Khusus Memenubhi
Sistem Penerbangan Sipil dan
_ Belum
3. Fungsi Pengawasan 70% 50.94% )
Memenuhi
Keselamatan
Kualifikasi Personel Teknis Sudah
4. ) o 70% 70% _
dan Pelatihan Pribadi Memenuhi
Panduan Teknis, Peralatan,
) _ Belum
5. dan Penyediaan Informasi 70% 38,65% _
_ Memenubhi
Penting Keselamatan
Kewajiban Perizinan,
o o Belum
6.  Sertifikasi, Otorisasi, dan 70% 28.97% )
] Memenuhi
Persetujuan
Kewajiban Pengawasan Belum
7. 70% 36.47% _
Memenubhi
Penyelesaian Masalah Belum
8. 70% 50% _
Keselamatan Memenuhi

Tabel 1.2. Hasil USOAP Indonesia 2007

Sumber : Ready, 2010



Tidak berhenti disitu, pasca rentetan kecelakaan menyeret pihak DJU yang
dituding tutup mata dan telinga akhirnya melakukan pemeringkatan maskapai
penerbangan (safety rating) pada Maret 2007. Terdapat tiga kategori yang
diterapkan, kategori I, 11, dan 11l (Biro Kominfo Publik Dephub, 2007). Kategori |
memiliki akumulasi nilai diatas 161 yang memenuhi standar keselamatan
penerbangan sipil. Kategori Il memiliki akumulasi nilai sekitar 120-160 yang
hanya sampai standar minimum penerbangan sipil. Kategori Il memiliki
akumulasi nilai di bawah 120 yang terdapat ketentuan standar penerbangan belum
terlaksana. Hasil pemeringkatan menyatakan, tidak ada satu maskapai yang
memperoleh Kategori I, sehingga maskapai memperoleh Kategori Il dan IlI.
Langkah ini kemudian menuai protes dari pihak maskapai terutama Kategori 11l
karena khawatir peringkat tersebut dijadikan preferensi masyarakat, serta dapat
menimbulkan kegaduhan yang dampaknya merugikan kedua pihak.

Berdasarkan dua permasalahan yang dijelaskan, yaitu hasil USOAP dan
safety rating yang buruk, Komisi UE pada akhir Maret 2007 menginginkan
adanya pertemuan dengan DJU selaku pihak Indonesia yang berwenang dalam hal
ini. Komisi UE memerlukan respon dari DJU tentang permasalahan keselamatan
penerbangan Indonesia lebih lanjut, sehingga pada awal April 2007, salah satu
departemen di Komisi UE yang bertanggung jawab terhadap transportasi dan
mobilitas, DG TREN mengirimkan surat resmi pertama kepada Menteri
Perhubungan (Menhub) yang menjabat pada saat itu, Hatta Rajasa (Pambagio,
2008). Namun, tidak ada jawaban dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
yang artinya Indonesia sudah mengabaikan kesempatan Komisi UE.

Pada pertengahan April 2007, delegasi UE di acara pertemuan ASEAN
kembali menginginkan diskusi bersama DJU terkait masalah keselamatan
penerbangan. Berlanjut pada awal Mei 2007, Komisi UE masih menginginkan
waktu untuk duduk berdiskusi bersama DJU membahas permasalahan
penerbangan sipil Indonesia. Terjadi lagi, tidak ada respon dari DJU yang akhinya
DJU baru mengeluarkan penjelasan belum ada penjadwalan untuk bertemu,
sehingga Indonesia terlihat mengabaikan peringatan krusial ini. DG TREN
kembali mengirimkan surat resmi kedua kalinya kepada Menhub yang bahkan

disampaikan ulang oleh Kantor Perwakilan UE di Jakarta (Pambagio, 2008). Surat



tersebut menyiratkan Indonesia bahwa UE akan memperbarui community list?
yang berpotensi memperburuk sektor penerbangan sipil Indonesia apabila tidak
ada klarifikasi. Komisi UE memberikan waktu sepuluh hari kerja kepada DJU
untuk menginput data teknis semua maskapai yang terdaftar di DJU.

Sayangnya, Indonesia terlambat empat hari dalam merespon Komisi UE.
DJU kemudian memohon kepada DG TREN untuk memberikan waktu kepada
DJU menjelaskan permintaan DG TREN secara lisan saja, padahal DG TREN
ingin disampaikan dalam bentuk dokumen (Pambagio, 2008). DG TREN tetap
mencoba menjadwalkan pertemuan pada 15 Mei 2007 dengan DJU, namun DJU
tidak memberikan konfirmasi kembali yang menyebabkan pertemuan batal
diselenggarakan. Akhirnya, terdapat pertemuan DJU dengan DG TREN meskipun
terlambat tujuh hari, namun tidak membuahkan hasil yang maksimal karena DJU
tidak memberikan laporan secara lengkap serta penyerahannya melewati tenggat
waktu, namun DG TREN masih berbaik hati menerima laporan DJU.

Pada penghujung Juni 2007, European Aviation Safety Agency (EASA)
selaku otoritas penerbangan sipil UE menggelar pertemuan Air Safety Meeting
perihal memperbarui community list sesuai aturan Komisi UE. Pertemuan ini
memublikasikan hasil USOAP yang sudah dilaksanakan ICAO, sehingga seluruh
negara anggota ICAO hadir dalam pertemuan ini (Chappy, 2008). Hasil USOAP
menjadi pertimbangan dan rekomendasi lanjut bagi EASA mengenai keamanan
maskapai internasional yang akan melintasi UE. Pertemuan ini mengundang DJU
dan operator penerbangan sipil Indonesia untuk mempresentasikan tentang
keadaan penerbangan sipil Indonesia serta menyanggah pernyataan yang dirasa
tidak relevan. Delegasi Indonesia mangkir dari pertemuan yang dimana delegasi
Indonesia saat itu juga sedang berada di Eropa. Pertemuan ini adalah kesempatan
terakhir Indonesia bisa berdialog dengan UE mengenai masalah penerbangan.
ICAO tetap memberikan rekomendasi berdasarkan delapan elemen yang wajib
diperbaiki oleh operator Indonesia (Final Report USOAP RI, 2007).

Air Safety Meeting membuahkan keputusan bulat berdasarkan peraturan
Komisi UE Nomor 2111/2005 bahwa, maskapai Indonesia berstatus terjadwal
maupun carter dilarang terbang melintasi wilayah udara UE alias dimasukkan ke

2 Daftar maskapai yang terkena larangan beroperasi di Wilayah UE



community list. Melalui pernyataan ini, DJU baru bersuara bahwa Otoritas
Indonesia sudah memasukkan dokumen Corrective Action Plan (CAP)3 sebelum
Air Safety Meeting diadakan (Detiknews, 2008). Komisi UE menanggapi bahwa
dokumen belum sesuai format standar UE dan belum menjawab tanggapan hasil
USOAP. Langkah ini diakhiri pada Juli 2007 melalui DG TREN yang mengirim
surat kepada DJU dan semua jajaran operator penerbangan sipil Indonesia bahwa
maskapai Indonesia masuk community list atau dilarang terbang.

Uni Eropa memiliki 27 negara anggota di Benua Eropa memiliki
kewenangan untuk melarang maskapai penerbangan yang diyakini tidak layak
terbang di wilayah udaranya (Henderson, 2009). Maskapai penerbangan dapat
mengajukan banding dengan catatan harus menunjukkan kesesuaian dengan
delapan elemen kritis dan persyaratan teknis lain yang diperlukan dan ditentukan
oleh standar keselamatan internasional yang berlaku. Larangan terbang juga
diterapkan pada sembilan maskapai penerbangan individu dari tujuh negara
bagian serta semua maskapai penerbangan di negara-negara yang diantaranya,
Republik Demokratik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Republik Kyrgyzstan, Sierra
Leone, dan Swaziland (European Commission: Transport, 2008).

Fenomena ini merupakan isu penting dan layak untuk dibahas oleh peneliti
yang disertai dua alasan. Pertama, terdapat gap atau kesenjangan, idealnya suatu
negara yang memiliki izin penerbangan internasional wajib menerapkan standar
penerbangan yang sudah ditetapkan oleh ICAOQ selaku kiblat regulasi penerbangan
internasional. Standar penerbangan tersebut memiliki delapan kriteria atau elemen
kritis yang wajib dipatuhi dengan nilai minimum 60%, namun Indonesia tidak
mampu memenuhi standar minimum sehingga menyebabkan pencabutan izin atau
larangan terbang di Kawasan Udara UE. Terlebih, sikap DJU mengabaikan
peringatan Komisi UE yang sudah memberikan sejumlah kesempatan terbuka
untuk berdialog terkait rendahnya hasil audit penerbangan sipil.

Kemudian, kedua belah pihak, Indonesia yang dipertanggungjawabkan
oleh DJU kemudian diwakili oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dengan
Komisi UE yang diwakili oleh DG TREN memiliki kepentingan atas masing-

masing negara. Pemerintah Indonesia terlihat jelas tidak menginginkan

% Rencana tindakan berupa langkah-langkah yang akan dikembangkan untuk mencapai hasil sesuai
target untuk penyelesaian kesalahan yang teridentifikasi



pemasukkan negara di sektor penerbangan yang meliputi aktivitas ekspor-impor,
imigrasi, dan pariwisata menjadi terpuruk, sedangkan UE tidak menginginkan
adanya maskapai yang memiliki riwayat serta tingkat keamanan dan keselamatan

yang buruk melintasi sekaligus berlandai di kawasan udaranya.

1.2. Penelitian Terdahulu

Penyusunan penelitian ini memerlukan penelitian terdahulu yang
digunakan oleh penulis untuk membuat kerangka pemikiran sekaligus
menentukan konsep atau teori yang bakal digunakan oleh peneliti dalam
menganalisis topik ini. Terlebih spesifiknya, penelitian yang menekankan pada
pelaksanaan atau implementasi diplomasi Indonesia dalam mencabut larangan
terbang di Kawasan UE pada tahun 2008-2018 masih belum banyak diteliti.
Meskipun begitu, penelitian lain yang bersinggungan dengan topik ini sudah
cukup banyak dilakukan oleh para Penulis dari berbagai bidang. Penelitian-
penelitiannya antara lain, penerbangan sipil dalam hubungan internasional (Lee,
2005) (Kobierecki, 2020); masalah penerbangan internasional (Kharoufah, 2017)
(TD, 2016); penerbangan sipil internasional di Indonesia (Nugraha, 2017)
(Saraswati, 2013) (Saad, 2015); serta uraian mengenai Komisi UE dan DG TREN
secara umum (Candel, 2021) (Hakansson, 2021) (Quinlivan, 2011).

Dalam rangka membuktikan novelty atau kebaruan penelitian, penulis
menerapkan metode bibliometrik melalui dua perangkat lunak, yaitu Publish or
Perish untuk mendapatkan basis data dan VosViewer untuk memvisualisasikan
hasil penelitian. Bibliometrik adalah studi tentang publikasi akademis dengan
statistik untuk menggambarkan tren topik penelitian dan menyoroti hubungan
antara karya penelitian terdahulu yang bersinggungan (Ninkov et all, 2022).
Penulis memasukkan kata kunci flight ban, Indonesia, diplomacy, civil aviation,
dan European Union. Melalui kata beberapa kunci tersebut, penulis menemukan
data terkait termasuk sumber di bawah tahun 2010. Basis data yang didapat dari
Publish or Perish kemudian divisualisasikan melalui VosViewer, Penulis

menemukan penelitian yang masih belum banyak dikaji sekaligus terspesifikasi



terhadap topik ini, sehingga Penulis menitikberatkan analisis pada implementasi
diplomasi Indonesia dalam mencabut larangan terbang di Kawasan UE pada tahun

2008-2018. Berikut ini adalah visualisasi VosViewer oleh Penulis:
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Gambar 1.1. Hasil Visualisasi VVosViewer

Sumber: diolah oleh penulis untuk kepentingan penelitian

Penelitian pertama dilakukan oleh Fulgencio Seda (Seda, 2015). Penelitian
ini membahas bagaimana negara Mozambik melindungi keamanan nasional
melalui kontrol perbatasan dan kepentingan masyarakat saat terjadi ketegangan di
lintas batas negara Mozambik. Lintas batas Mozambik telah dilakukan
pengamanan perbatasan sejak awal 1990-an untuk mengatasi migrasi tidak sah
dan kejahatan terorganisasi yang menimbulkan ketegangan dengan masyarakat
perbatasan, dimana mereka melintasi perbatasan untuk berbelanja, bersekolah,
atau berobat. Tingginya kejahatan transnasional terorganisasi sejak 2004
menyebabkan ICAO melarang maskapai Mozambique Airlines terbang ke UE
pada tahun 2011. Kinerja pemerintah menekan kontrol lintas perbatasan dan
peningkatan infrastruktur penerbangan internasional mampu menghapus larangan
terbang di UE. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
deskriptif. Adapun data yang diaplikasikan pada penelitian ini bersumber data
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sekunder, yaitu studi pustaka yang diperoleh dari artikel berita, jurnal terkait,
buku-buku, serta situs resmi. Selain itu, penelitian ini menekankan pada kritik
untuk pejabat pemerintah terhadap kontrol perbatasan dan bagaimana
keterkaitannya dengan kebutuhan hidup masyarakat di Mozambik.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ridha Nugraha (Nugraha, 2016).
Penelitian ini membahas larangan terbang Indonesia di Kawasan Udara UE dari
segi hukum. Kegagalan Indonesia dalam memenuhi standar keselamatan
internasional di Indonesia memerlukan desakan untuk mereformasi birokrasi,
harmonisasi peraturan perundang-undangan, terutama memastikan penegakan
hukum untuk mengembalikan keselamatan penerbangan Indonesia sesuai standar
dunia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
komparatif untuk membandingkan hasil USOAP Thailand yang sama-sama
diragukan mengenai kualitas penerbangan sipilnya. Adapun data yang
diaplikasikan pada penelitian ini besumber dari data sekunder, yaitu studi pustaka
yang diperoleh dari artikel berita, jurnal terkait, buku-buku, serta situs resmi.
Selain itu, penelitian ini menekankan pengesahan UU Penerbangan Indonesia
tahun 2009 untuk mereformasi situasi menjadi dasar penyusunan kerangka hukum
sesuai keputusan Menhub yang memungkinkan pemerintah menindaklanjuti,
seperti membentuk penyedia layanan navigasi udara dan menjamin independensi
Komite Nasional Keselamatan Transportasi Indonesia (KNKT).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Faya Aprilidina (Aprilidina, 2017).
Penelitian ini membahas diplomasi Indonesia terhadap pencabutan larangan
terbang bagi seluruh maskapai Indonesia oleh Komisi UE dalam rentang tahun
2007-2016. Penelitian ini meninjau upaya Yyang dilakukan Indonesia
menggunakan konsep kepentingan nasional, hukum udara internasional, perjanjian
internasional, kerjasama internasional, diplomasi, regionalisme, organisasi
internasional. Hasil penelitian ini juga mendeskripsikan bentuk komunikasi yang
dilakukan Indonesia dalam rangka menghapus nama negaranya dari daftar
larangan terbang oleh Komisi UE. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun data yang diaplikasikan pada
penelitian ini besumber dari data sekunder, yaitu studi pustaka yang diperoleh dari

artikel berita, jurnal terkait, buku-buku, serta situs resmi. Selain itu, penelitian ini
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menekankan diplomasi sebagai dasar kerangka penelitian yang digunakan oleh
Penulis dalam menyusun penelitian ini melakukan komparasi antara teori yang
relevan dengan implementasinya di lapangan oleh pihak Indonesia.

Penelitian keempat dilakukan oleh Dinar Kania, Ariesa Ulfa, dan Mustika
Sari (Kania et all, 2020). Penelitian ini membahas perkembangan keselamatan
penerbangan di Indonesia sebelum pencabutan larangan penerbangan oleh Komisi
UE pada tahun 2007-2018, serta mengkaji langkah diplomasi yang dilakukan
Indonesia terkait pencabutan larangan tersebut. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun data yang diaplikasikan
di penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu studi pustaka yang diperoleh
dari dokumen dan laporan resmi, artikel berita, jurnal terkait, buku-buku, serta
situs resmi. Selain itu, menekankan pemerintah harus mengupayakan kemandirian
penerbangan nasional, tidak bergantung bisnis transportasi global.

Penelitian kelima dilakukan oleh Nurul Khairuddin, Mohd Palil, Tamat
Samid, dan Norlin Khalid (Khairuddin, 2023). Penelitian ini membahas sanksi
penerbangan sebagai kekhawatiran untuk keberlanjutan industri penerbangan,
dikarenakan bukan hanya ekonomi yang terdampak, namun terdapat kesenjangan
yang memicu sanksi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan deskriptif. Adapun data yang diaplikasikan di penelitian ini
bersumber dari data sekunder, yaitu studi pustaka yang diperoleh dari dokumen
dan laporan resmi, artikel berita, jurnal terkait, buku-buku, serta situs resmi.
Penelitian ini juga menekankan faktor-faktor penyebab, diantaranya temuan
berdasarkan lima tema utama penyebab sanksi penerbangan yaitu keselamatan,
lingkungan hidup, serangan teroris, konflik politik, wabah penyakit.

Terdapat kesamaan metode dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas
yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif
dengan metode deskriptif. Namun, penelitian yang peneliti lakukan berbeda secara
substansi dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, penulis
akan menggambarkan secara umum larangan terbang dan langkah-langkah yang
diatasi guna memperbaiki sector keamanan dan keselamatan penerbangan kedua
pihak. Hal ini berguna untuk memberikan kejelasan terkait fenomena kepada

pembaca untuk menghindari ketidaktahuan dan kesalahpahaman.
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1.3. Rumusan Masalah

Standar keamanan penerbangan sipil internasional tidak dipatuhi Indonesia
membuahkan kefatalan untuk industri penerbangan sipil. Berdasarkan hasil audit
2007, terdapat kekurangan pada faktor human error* seperti regulasi penerbangan,
sumber daya, pemeliharaan maskapai dan pelayanan, sehingga berdampak pada
tingginya angka kecelakaan. Ditambah ketidakbijaksanaan DJU yang membuat
penerbangan Indonesia harus menerima pencabutan izin terbang di UE. Larangan
terbang tersebut menimbulkan ketimpangan, yaitu Indonesia mengalami kerugian
karena harus kehilangan sebagian besar sumber perekonomian dan terhambatnya
para pemangku kepentingan untuk menjalankan urusan kenegaraan. Sementara
itu, larangan ini tidak terlalu berdampak bagi UE, sehingga terjadinya gap atau
kesenjangan dalam larangan terbang di Kawasan UE ini menimbulkan pertanyaan
penelitian: “Bagaimana Indonesia mengimplementasikan diplomasinya untuk

mencabut larangan terbang di Kawasan UE pada tahun 2008-2018?”

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun terdapat dua tujuan penulis melakukan penelitian ini, yaitu
mendeskripsikan dinamika penerbangan sipil di Indonesia dalam rentang tahun
2007-2008; dan mendeskripsikan implementasi diplomasi Indonesia dalam

mencabut larangan terbang di Kawasan Udara UE tahun 2008-2018.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat, antara lain:

a. Manfaat Akademis: Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan
sumbangsih di bidang Hubungan Internasional terutama dalam kajian diplomasi.

b. Manfaat Praktis: Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi media
pembelajaran sekaligus pengetahuan dilingkup akademisi Hubungan Internasional

dan masyarakat luas sekalipun yang turut serta membaca penelitian ini.

4 Kesalahan manusia dalam penerbangan adalah tindakan terencana namun tidak mencapai hasil
yang diharapkan seperti kesalahan manusia terhadap kecelakaan penerbangan karena kegagalan
mekanis dan kejadian tak terduga (Wilson, 2022)



Il. TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua meninjau pustaka yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu
landasan konseptual dan kerangka pemikiran. Pada bagian pertama, yaitu landasan
konseptual menggunakan konsep diplomasi penerbangan (aviation diplomacy).
Digunakan untuk menganalisis upaya diplomasi Pemerintah Indonesia dan Komisi
UE. Pada bagian kedua, yaitu kerangka pemikiran digunakan untuk membentuk
gambaran besar bagaimana Pemerintah Indonesia diplomasinya untuk mencabut

larangan terbang oleh Komisi UE dalam tahun 2008 sampai 2018.

2.1. Landasan Konseptual

Penulis menggunakan konsep pada bagian landasan konseptual sebagai
pondasi untuk menciptakan kerangka analisis terhadap penelitian ini. Melihat
upaya kedua belah pihak, yaitu Indonesia dan Komisi UE mencapai kesepakatan
bersama atau mufakat berupa dicabutnya peringatan larangan terbang oleh Komisi
UE. Penulis menggunakan konsep diplomasi penerbangan (aviation diplomacy) di
penelitian ini. Konsep diplomasi penerbangan digunakan untuk menganalisis
diplomasi mencakup tiga hal, pertama, peran aktor negara yaitu Pemerintah
Indonesia memperbaharui regulasi penerbangan, pembenahan jajaran DJU,
optimalisasi pengawasan maskapai dan pengujian berkala, peningkatan kerja sama
dan dialog intsnsif, serta kebijakan. Konsep kedua, peran soft power aktor non-
negara yaitu perusahaan maskapai negara, Garuda Indonesia membangun citra
melalui keikutsertaan kerja sama internasional, keberhasilannya bergabung
dengan SkyTeam. Konsep ketiga, peran ICAO sebagai lembaga penerbangan
internasional sekaligus menjadi kiblat standar penerbangan negara-negara di dunia

juga dapat terlibat dalam proses diplomatik secara independen.
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2.1.1. Konsep Diplomasi Penerbangan

Tren baru dalam diplomasi merujuk pada berbagai jenis diplomasi yang
digunakan, misalnya diplomasi olahraga mencakup keuntungan reputasi dari mega
acara olahraga maupun olahraga elit (Pamment 2016). Kehadiran berbagai bentuk
keterlibatan diplomatik di dunia kontemporer juga menghadirkan tantangan baru
bagi layanan luar negeri negara untuk mengambil tindakan, sehubungan dengan
meningkatnya isu dan perhatian (Cooper et al, 2013). Diplomasi penerbangan
merupakan salah satu contoh tersebut sebagai wujud keterlibatan diplomatik pada
ranah penerbangan internasional yang signifikansinya meningkat dalam beberapa
dekade terakhir akibat bertambahnya jumlah pelancong. Bentuk diplomasi ini juga
melibatkan aktor diplomatik baru, yakni organisasi penerbangan internasional atau
maskapai penerbangan. Selain diplomasi penerbangan, beberapa akademisi juga
menyebutnya diplomasi transportasi udara, diplomasi udara, diplomasi berbasis
penerbangan, dan penggunaan transportasi udara dalam diplomasi (Kobierecki,
2020). Dari perspektif ini, dapat disamakan bahwa diplomasi olahraga dengan
diplomasi penerbangan meskipun jenis keterlibatan diplomatiknya berbeda, tetapi
sama-sama melayani tujuan negara untuk membentuk citra internasional yang
positif. Hal itu dapat dilakukan melalui, misalnya maskapai penerbangan nasional,
prasarana bandara, pertunjukan udara, dll. Diplomasi yang dipersepsikan dengan
cara ini dapat ditempatkan kedalam ranah diplomasi publik, sedangkan cara yang
sudah disebutkan di atas dapat dipersepsikan sebagai aset soft power.

Pendekatan untuk diplomasi penerbangan merujuk pada usaha pemerintah
yang merundingkan perjanjian tentang transportasi udara. Diplomasi penerbangan
dalam kaitannya, negosiasi internasional antara pemerintah tidak hanya pada
negosiasi perjanjian bilateral tentang hubungan udara atau akses ke pasar, tetapi
juga negosiasi perjanjian multilateral tentang penerbangan sipil yang umum
terjadi pada era perkembangan penerbangan sipil di abad ke-20 (Dierikx 2008).
Lespinois dalam istilah ‘diplomasi udara’ menggambarkan diplomasi sebagai
penggunaan aset udara untuk mendukung kebijakan luar negeri, pembukaan
koneksi udara ke negara-negara asing, pembentukan sistem udara internasional,

pengembangan penerbangan militer guna propaganda dan intimidasi (Lespionis,
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2012). Diplomasi kontemporer seperti ini, selain negara juga bisa mencakup aktor
seperti Lembaga Masyarakat atau LSM, kota dan wilayah, korporasi, dan lain-
lainnya. Sehingga, lembaga penerbangan seperti ICAO dan IATA juga dapat
mengambil peran diplomatik. Selama ICAO adalah badan PBB, status
diplomatiknya adalah wajar. IATA, adalah asosiasi maskapai penerbangan
internasional tingkat LSM dengan fitur semi-publik. Namun, para pejabatnya
dapat terlibat dalam negosiasi internasional dengan aktor-aktor hubungan
internasional lainnya (Page dan Spence 2011). Diplomasi penerbangan dapat
dipahami dalam penggunaan penerbangan oleh pemerintah untuk memengaruhi
hubungan internasional (pembentukan atau penangguhan hubungan udara
bilateral), penerbangan sebagai aset soft power (konteks maskapai penerbangan
sebagai proyeksi identitas nasional, pertunjukan udara), keterlibatan pemerintah
dalam membentuk sistem udara internasional, aktor internasional seperti IATA
atau ICAO dan mungkin maskapai penerbangan sebagai aktor diplomatik
(Kobierecki, 2020). Oleh karena itu, diplomasi penerbangan didefinisikan sebagai
seluruh proses dan struktur diplomatik yang ditempuh dalam bidang penerbangan
sipil. Diplomasi ini mencakup aktivitas negara dan aktor non-negara.

Konsep diplomasi penerbangan dipahami melalui tiga kerangka Kkerja,
yaitu (1) penerbangan sebagai alat kebijakan luar negeri, (2) penerbangan sebagai
sarana untuk membentuk citra negara, dan (3) subjek penerbangan sebagai aktor
diplomatik. Dua aspek pertama mengacu pada aktivitas negara. Pemerintah secara
langsung maupun melalui aktor non-negara seperti perusahaan maskapai dapat
menggunakan penerbangan sipil untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri atau
membentuk citra internasional suatu negara (Kobierecki, 2020). Diplomasi
penerbangan sebagai alat kebijakan luar negeri secara langsung mengacu pada
negosiasi antara pemerintah mengenai pembentukan sistem penerbangan
internasional, perjanjian layanan udara bilateral, atau ketentuan untuk maskapai
penerbangan nasional suatu negara. Hal ini termasuk penggunaan penerbangan
untuk mendekatkan negara-negara atau mengomunikasikan ketidakpuasan dengan
kebijakan negara lain karena kerenggangan sebuah hubungan bilateral.

Dalam konteks pencabutan larangan terbang, diplomasi penerbangan

merujuk pada upaya berdialog untuk menjalin kerja sama antara Pemerintah
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Indonesia melalui Kemenhub dan Kemenlu dengan Komisi UE. Upaya tersebut
meliputi perbaikan regulasi penerbangan, perjanjian hubungan udara bilateral,
bantuan dana operasional penerbangan, pengiriman ahli teknis untuk melatih
sumber daya penerbangan, dan lain-lain. Salah satunya, Pemerintah Indonesia
melakukan kerja sama intensif, mengajukan beberapa maskapai kedalam fast
track®, diselenggarakannya konferensi dialog Indonesia dan Komisi UE mencapai
MoU rekomendasi CAP untuk DJU (Faya, 2017). DJU sebagai pihak yang
bertanggung jawab melakukan tindakan awal dengan meninjau kelaikan
operasional maskapai nasional, memperbaharui aturan perundangan tentang
penerbangan, mengoptimalkan kualitas teknis dan pelayanan terhadap maskapai,
baik human factor maupun instrument factor®, audit secara berkala, serta
memperluas komunikasi bersama EASA supaya tercabutnya daftar hitam izin
terbang sehingga dapat bersaing kembali secara global (Riksa, 2019). DJU
dibersamai olen KNKT sebagai investigator kecelakaan penerbangan untuk
menghindari supaya tidak terulang kembali, sehingga investigasi dari kecelakaan
yang sudah-sudah dapat menjadi bekal untuk memulihkan kualitas penerbangan.
Laporan KNKT lalu dijadikan sebagai suatu acuan untuk pemerintah sebagai
bentuk remedial terhadap peraturan penerbangan kepada pihak DJU.

Diplomasi penerbangan dapat dipahami dengan penggunaan penerbangan
dalam mempromosikan dan memproyeksikan identitas nasional. Hal ini paling
jelas terlihat pada maskapai penerbangan sebagai pendorong diplomasi publik
atau soft power. Maskapai penerbangan mampu menampilkan identitas negara
kepada masyarakat internasional, dan karena efek negara asal dapat berkontribusi
untuk memperkuat kesadaran negara atau menciptakan asosiasi positif lainnya.
Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara dari inisiatif negara secara langsung
atau kegiatan independen aktor non-negara, misalnya, kampanye pemasaran untuk
meningkatkan tingkat pariwisata. Dalam konteks pencabutan larangan terbang, hal
ini merujuk pada perusahaan maskapai milik negara, yakni Garuda Indonesia.

Langkah awal memulihkan kualitas penerbangan, Garuda Indonesia memperoleh

5 Pemerintah Indonesia mengajukan beberapa maskapai kepada Komisi Eropa untuk diprioritaskan
keluar terlebih dulu dari status larangan terbang.

® Seperangkat peraturan yang mengharuskan pilot mengoperasikan maskapai untuk melihat arah ke
mana maskapai akan terbang.
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sertifikasi IATA Operational Safety Audit atau IOSA pada tahun 2008 yang
membangun dampak baik pada era berikutnya (Riksa, 2019). Garuda Indonesia
melakukan upaya internal, yakni memperbaharui logo dan konsep seluruh kabin
sekaligus restrukturisasi sumber daya perusahaan. Hal tersebut tertuang dalam
program Quantum Leap-nya. Upaya tersebut dilanjutkan dengan jalinan kerja
sama dengan maskapai Belanda, yaitu KLM untuk memperoleh kembali pasar
penerbangan sipil ke Amsterdam. Tidak hanya KLM, Garuda Indonesia juga
melakukan kerja sama dengan maskapai berbagai dunia. Sampai upaya berhasil,
Garuda Indonesia semakin meningkatkan ekspansi namanya untuk bergabung
bersama aliansi penerbangan bergengsi di dunia, SkyTeam. Hal inipun juga sudah
dicapai Garuda Indonesia didorong pengaruh pasar penerbangannya yang cukup
tinggi di Wilayah Asia-Pasifik. Maskapai tersebut memperoleh izin terbang ke UE
pertama pada tahun 2010 dibandingkan maskapai Indonesia lainnya.

Aspek ketiga dari diplomasi penerbangan menyangkut subjek terkait
penerbangan non-negara dan kemampuan mereka untuk terlibat dalam proses
diplomatik secara independen. Hal ini merujuk kepada regulator penerbangan
internasional, seperti ICAO dan IATA. Sifat penerbangan internasional yang
rumit dan multilateral memerlukan keterlibatan regulator sangat penting agar
seluruh sistem dapat berfungsi. Maskapai penerbangan juga dianggap sebagai
subjek diplomatik independen karena terlibat dalam proses diplomatik dengan
aktor diplomatik atau para-diplomatik lainnya. Pada konteks pencabutan larangan
terbang, diplomasi penerbangan, menyangkut subjek terkait asosiasi penerbangan
non-negara dan juga kemampuannya untuk terlibat dalam proses diplomatik
secara independen (Kobierecki, 2020). Hal ini merujuk pada regulator
penerbangan internasional, ICAO karena penerbangan internasional bersifat rumit
dan multilateral perlu keterlibatan mereka agar seluruh sistem dapat berfungsi.
Keselamatan penerbangan perlu dilaksanakan baik di bidang transportasi/operasi
angkutan udara, kebandarudaraan, navigasi, perawatan dan perbaikan serta
pelatihan yang mengacu pada aturan ICAO (International Civil Aviation
Organization, 2020). Sebagai regulator, Pemerintah Indonesia hanya bertugas
menerbitkan regulasi dan menerapkan standar pengawasan untuk memastikan

penyelenggaraan angkutan udara memenuhi standar keselamatan penerbangan
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ICAO. Indonesia juga merupakan anggota ICAO yang seharusnya mematuhi
standar keselamatan penerbangan tersebut berlaku untuk seluruh maskapai di
Indonesia (Agustini et all, 2021). Komisi UE menggunakan USOAP yang
dilakukan oleh ICAO dalam menentukan kelaikan udara maskapai negara lain.
Selain itu, Indonesia menjalin kerja sama dengan ICAO berupa pengiriman teknisi
ahli penerbangan sipil dan memberikan bantuan dana operasional penerbangan.
IATA sama halnya memberikan sertifikasi IOSA kepada Garuda Indonesia dan
bantuan dana untuk operasional penerbangan. Hal ini menjawab, bahwa organisasi
penerbangan secara independen terlibat dalam aktivitas diplomatik.

Diplomasi penerbangan dapat dikonseptualisasikan dengan dua tingkatan.
Pertama, pemerintah dapat menggunakan alat diplomatik non-standar melalui
penerbangan untuk mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh struktur sistem
internasional, seperti masalah terkait prestise nasional sehingga berpotensi dapat
menghalangi kepentingan (Kobierecki, 2020). Dengan demikian, membangun
hubungan udara dapat memiliki signifikansi simbolis sebagai pemecah masalah.
Kedua, aktivitas seperti itu sering kali tidak dapat dilakukan secara independen
olen pemerintah (Kobierecki, 2020). Oleh karenanya, maskapai penerbangan
harus dibutuhkan karena perannya sebagai agen yang sangat penting, baik dalam
konteks pembinaan yang bertujuan untuk kebijakan luar negeri maupun dalam
kaitannya dengan pembangunan citra internasional di negara tersebut.

Pada prinsipnya, maskapai penerbangan memiliki motivasi sendiri, seperti
memaksimalkan keuntungan, memperkuat merek dagang, meningkatkan pangsa
pasar, dan lain-lainnya (Kobierecki, 2020). Maskapai penerbangan menjalankan
kampanye untuk meningkatkan penjualan atau mempromosikan destinasi tempat
mereka beroperasi, sehingga menarik perhatian negara asal mereka. Maskapai
penerbangan juga dapat membangun hubungan antara dua negara atau kota
supaya menguntungkan secara finansial, selain itu dengan tujuan politik sebagai

konsekuensi yang tidak disengaja tetapi disambut baik (Kobierecki, 2020).
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2.2. Kerangka Pemikiran

Setelah membahas konsep yang digunakan dalam penelitian ini,
selanjutnya penulis membuat kerangka pemikiran untuk membangun pola atau
arah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, serta sebagai bentuk visualisasi
bagaimana diplomasi yang diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia dalam
mencabut larangan terbang di Wilayah Uni Eropa pada tahun 2008-2018.

Standar penerbangan sipil internasional
yang wajib dipatuhi minimal 70%

USOAP Indonesia di bawah DJU selaku pihak berwenang
standar artinya kualitas mengabaikan peringatan dan
penerbangan tergolong buruk kesempatan DG TREN

Indonesia masuk community list UE
(dilarang terbang di Kawasan Udara UE)

Diplomasi Penerbangan

e Alat kebijakan luar negeri
e Sarana citra negara (soft power)
¢ Subjek penerbangan sebagai aktor diplomatik

Implementasi Diplomasi Indonesia dalam
Mencabut Larangan Terbang di Kawasan Udara
Uni Eropa, 2008-2018

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Sumber: diolah untuk kepentingan penelitian



I11. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga menjelaskan tentang metodologi yang digunakan penulis untuk
mengupas topik penelitian kedalam lima bagian, diantaranya: jenis penelitian,
fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif melalui analisis deskriptif
yang memfokuskan atau menitikberatkan pada bentuk diplomasi yang dilakukan
Indonesia untuk mencabut larangan terbang di kawasan UE pada tahun 2008
sampai 2018. Data yang diambil penulis bersumber pada data sekunder. Semua
data kemudian dikumpul atau dihimpun dengan teknik studi literatur yang
dianalisis dengan teknik reduksi data, sehingga penulis dapat menyajikan serta

menarik konklusi atau kesimpulan berdasarkan data yang didapatkan.

3.1. Jenis Penelitian

Penulis menerapkan pendekatan kualitatif melalui analisis deskriptif dalam
mengupas penelitian ini. Alasan penulis menerapkan pendekatan kualitatif karena
sifatnya pragmatis sesuai observasi dengan peristiwa yang sudah terjadi. Melalui
pelaksanaan penelitian ini, penulis memerlukan pendalaman sejumlah fenomena
yang berlangsung secara kronologis atau runut dan detail atau rinci. Analisis yang
disusun penulis dilandaskan oleh konsep serta data dan fakta yang terhimpun.
Pendekatan kualitatif berlandaskan analisis deskriptif menggambarkan secara rinci
terjadinya fenomena dalam penelitian ini. Alan Bryman mendefinisikan bahwa
penelitian kualitatif cenderung induktif, interpretif, dan konstruktif meskipun
penelitiannya tidak menganut ketiga sifat tersebut (Bryman, 2019). Oleh karena
itu, penulis meyakini bahwa pendekatan kualitatif sesuai dengan pelaksanaan
penelitian ini terutama dalam mendeskripsikan implementasi diplomasi Indonesia

dalam mencabut pelarangan terbang di Kawasan Udara Uni Eropa.
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Sifat pendekatan kualitatif yang runut tersebut juga menunjang penulis
dalam mendeskripsikan dinamika penerbangan sipil Indonesia dan implementasi
diplomasi Indonesia dengan Komisi UE dalam rentang tahun 2008 sampai 2018.
Dalam menerapkan pendekatan kualitatif di penelitian ini, penulis mengacu pada
langkah-langkah penelitian kualitatif oleh Alan Bryman (Bryman, 2019). Pada
langkah awal, penulis mendeskripsikan masalah penelitian secara umum yang
membuat Indonesia harus mengimplementasikan diplomasinya untuk mencabut
larangan terbang di Kawasan UE. Penulis melakukan preferensi tempat dan subjek
signifikan mengenai larangan terbang (flight ban) dan Komisi UE.

Langkah berikutnya, penulis melakukan penghimpunan data yang diyakini
signifikan berasal dari sumber sekunder yang sah, seperti situs resmi DJU, situs
resmi Komisi UE, situs resmi lembaga penerbangan internasional; ICAO, IATA,
dan INACA, sejumlah lembaga lain milik Indonesia, jurnal terkait; Progress in
Aerospace Science, Journal of Safety Science, Journal of Tourism and Hospitality
Science, Aviation Diplomacy, serta dokumen resmi yang diantaranya hasil audit
penerbangan, undang-undang penerbangan, dan perjanjian bilateral hubungan
udara. Penulis kemudian menginterpretasi data tentang implementasi diplomasi
yang diupayakan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini DJU dan Kementerian
Luar Negeri Indonesia (Kemlu) dengan negara-negara yang terkait.

Setelah itu, Penulis membentuk kerangka konseptual yang diperoleh dari
interpretasi data. Penulis kemudian memperkecil skala pertanyaan penelitian yang
disertai dengan mengumpulkan data tambahan dari berbagai situs, diantaranya
AirNav Indonesia, CNN, Foreign Policy, ICAO News, Tempo Ekonomi, The
Guardian, The Jakarta Post, Uniting Aviation, dan yang lain sejenisnya. Langkah
terakhir, penulis menuliskan hasil atau temuan beserta kesimpulan atau konklusi
mengenai implementasi diplomasi Indonesia dalam mencabut larangan terbang
secara rinci dan runut sealam medio 2008-2018. Langkah-langkah ini diharapkan

menunjang penulis untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.



22

3.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan pada mengamati dan memahami bagaimana
Indonesia melaksanakan diplomasinya untuk mencabut larangan terbang di
Kawasan UE. Bersamaan dengan alasan dikarenakan dampak yang diperoleh
Indonesia sebagai pihak berkepentingan yang cukup dirugikan dalam peristiwa
ini. Larangan terbang memang tidak berdampak secara signifikan bagi UE, namun
bagi Indonesia merupakan ancaman bagi perekonomian karena turunnya sumber
pendapatan yang berasal dari imigrasi, investasi, industri pariwisata dan ekspor
khususnya mebel. Diplomasi harus dilakukan untuk memulihkan perekonomian
sekaligus remedial terhadap kualitas penerbangan sipil Indonesia.

Penulis menitikberatkan penelitian ini terhadap implementasi diplomasi
oleh Indonesia pada tahun 2008 sampai 2018, sehingga rentang tahun penelitian
terlihat cukup panjang. Bersamaan dengan alasan dikarenakan rentang tahun yang
dipilih masih terbilang baru. Pada rentang tahun tersebut, penulis menjabarkan
dinamika penerbangan sipil Indonesia dalam kurun waktu 2007-2008. Kemudian
dalam kurun waktu 2008-2018 menjelaskan upaya internal pemerintah melalui
regulator dan operator penerbangan, serta upaya eksternal melalui diplomasi kerja
sama dengan negara-negara UE. Penelitian yang berfokus pada diplomasi, penulis

menjawab pertanyaan penelitian secara rinci, deskriptif, dan runut.

3.3. Sumber Data

Penelitian ini mengaplikasikan sumber data sekunder sebagai acuan data.
Mengacu pada kategorisasi (Bryman, 2019), penulis menghimpun data pokok dari
situs resmi ICAO (www.icao.int) untuk mendapatkan dokumen sah yang
berhubungan dengan topik, seperti hasil dan perbandingan USOAP antarnegara
sesuai tahun, delapan aspek keselamatan penerbangan, dan informasi lainnya.
Sikap respon Pemerintah Indonesia, regulasi penerbangan, laporan administratif
lainnya diperoleh peneliti dari situs resmi DJU (www.dephub.go.id) dan Kemlu
(www.kemlu.go.id). Sikap respon, statistik data, serta regulasi penerbangan UE

dari situs resmi Komisi UE (www.commission.europa.eu.com). Selain itu, data


http://www.icao.int/
http://www.npc.gov.cn/
http://www.kemlu.go.id/
http://www.commission.europa.eu.com/
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pendukung lain seperti jumlah kecelakaan maskapai di Indonesia rentang tahun
2001-2007, linimasa Indonesia masuk kedalam community list, faktor rendahnya
keselamatan penerbangan Indonesia diperoleh dari media daring, The Jakarta
Post, CNN, Detiknews (aktivis kebijakan publik mengkritik DJU yang
mengabaikan DG TREN mengenai masalah keselamatan penerbangan Indonesia),
publikasi surat kabar atau majalah seperti Indonesia National Air Carriers
Association, jurnal teknis Aerospace Science dan Safety Science, laporan prospek
maskapai Garuda Indonesia, sumber daring lain yang faktual The Guardian,

Uniting Aviation, Foreign Policy, dan lain sejenis (Bryman, 2019).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menerapkan teknik studi literatur dalam menghimpun data melalui
pemahaman dan pendalaman dokumen, jurnal, atau laporan yang relevan tentang
diplomasi Indonesia dengan Komisi UE untuk mencabut larangan terbang.
Berkenaan dengan data terhimpun, yaitu pembenahan jajaran regulasi dan layanan
maskapai, serta negosiasi dan kerja sama yang dilakukan Pemerintah Indonesia
dan Garuda Indonesia. Penulis melakukan studi pustaka dalam melakukan studi
literatur. Studi pustaka adalah aktivitas di dalam studi literatur yang meninjau
penelitian terkait dalam bentuk buku, jurnal atau artikel ilmiah, dan sumber lain
yang relevan dengan isu, topik, sehingga memberikan deskripsi, ringkasan, dan
evaluasi terhadap karya-karya tersebut yang berkaitan dengan masalah yang
sedang diteliti (Fink, 2014). Studi pustaka memberikan gambaran tentang sumber
yang digunakan untuk menggambarkan kesesuaian penelitian dengan sumber
terkait. Penulis menemukan sejumlah dokumen maupun berita Indonesia yang
berhubungan dengan Komisi UE di situs resmi milik Pemerintah Indonesia ketika
melakukan studi pustaka. Penulis menggunakan situs resmi DJU dan situs resmi

Komisi UE sebagai sumber primer untuk menemui kredibilitas data.



24

3.5. Teknik Analisis Data

Penulis dalam melakukan teknik analisis data menggunakan penyusunan
berbagai data yang dihimpun melalui berbagai sumber (Bryman, 2012). Teknik
analisis (Bryman, 2012) tersebut memiliki enam langkah dalam menganalisis data
penelitian. Langkah pertama, penulis menentukan pertanyaan di dalam penelitian
ini. Terdapat pertanyaan penelitian yang umum untuk menentukan arah penelitian
kualitatif ini, bersifat jelas, rinci, dan dapat mudah diperoleh. Berikutnya, penulis
menentukan subjek dan situs yang relevan melalui tinjauan literatur. Langkah ini
menunjang penulis dalam menentukan fokus atau tujuan penelitian agar spesifik.
Dalam melakukan pemilihan subjek dan situs yang relevan, penulis melakukan
studi literatur untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sehingga, secara tidak
langsung, hal ini berlanjut pada pengumpulan data-data yang relevan. Selanjutnya,
penulis melakukan penghimpunan data-data yang didapat dari sejumlah sumber,
yakni situs resmi DJU, situs resmi lembaga Indonesia lain yang terkait, situs resmi
ICAQ, situs resmi FAA, situs resmi Komisi Uni Eropa, serta artikel dan publikasi
media terkait. Langkah berikutnya, data-data yang sudah didapatkan tersebut,
kemudian diinterpretasi dan ditafsirkan untuk selanjutnya penulis analisis.

Langkah kelima, penulis melakukan analisis data yang sudah diinterpretasi
tersebut menggunakan konsep diplomasi penerbangan melalui tiga kerangka
konseptual sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Dalam
menganalisis data, diperlukan spesifikasi data dalam pertanyaan penelitian yang
memungkinkan penulis untuk menggali data lebih dalam supaya penulis dapat
menjawab secara spesifik pertanyaan penelitian yang sudah ditentukan. Terakhir,
data-data yang telah diinterpretasikan dan dianalisis, penulis mendapati hasil atau
temuan penelitian yang ditarik menjadi kesimpulan atau konklusi sesuai data yang
sudah dianalisis. Dalam mempertanggungjawabkan keakuratan penelitian, penulis
menerapkan teknik analisis triangulasi data dengan memverifikasi ulang korelasi
latar belakang masalah sampai konklusi dari data yang digunakan. Data tersebut
bisa pernyataan formal atau pers dan dokumen resmi, sehingga data yang diambil
sesuai pembuktian (Bryman, 2012). Penulis juga menguji keabsahan data melalui

situs resmi kedua pihak dan sumber absah lain yang menyinggung topik.



V. SIMPULAN

Bab kelima menarik kesimpulan dan saran yang dilakukan penulis dalam
penelitian implementasi diplomasi Indonesia dalam mencabut larangan terbang di
Wilayah Udara Uni Eropa. Pada bagian pertama, penulis menjabarkan kesimpulan
mengenai sejumlah faktor yang menjadi penyebab ditetapkannya larangan terbang
Indonesia ke Uni Eropa. Pada bagian selanjutnya, penulis menjelaskan saran yang

penulis harap dapat berguna untuk publik maupun penelitian selanjutnya.

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, penulis menyimpulkan
bahwa larangan terbang oleh Komisi Eropa kepada maskapai Indonesia terjadi
karena standar keselamatan penerbangan Indonesia yang lemah. Berawal dari
regulasi yang terkesan lebih menguntungkan pemerintah membuat para pebisnis
maskapai memilih jalannya sendiri untuk mengeruk profit. Selain itu, kurangnya
ketegasan dan sanksi bagi operator penerbangan dikarenakan sejumlah maskapai
tidak mendapatkan pemeliharaan lebih baik sehingga tidak layak terbang. Hal ini
sebagai buntut tren maskapai LCC dari Amerika yang datang ke Indonesia sekitar
awal tahun 2000-an. Tren tersebut memacu para kompetitor maskapai untuk
meraup keuntungan sebanyaknya tanpa keselamatan yang memadai.

Tidak heran, pada medio 2001 sampai 2007, angka kecelakaan pesawat di
Indonesia selalu tinggi, meskipun sebelumnya sudah banyak peristiwa kecelakaan.
Bersamaan dengan adanya jadwal audit penerbangan rutin ICAO ke Indonesia, hal
ini semakin membuktikan bagaimana keamanan penerbangan sipil di Indonesia.
Komisi Eropa merupakan negara yang menggunakan hasil audit ICAO dalam
mempertimbangkan kelaikan maskapai negara lain yang beroperasi di wilayahnya.
Hal ini tertulis jelas dalam European Council sejak 2005 dan sanksi yang lebih



72

berat dapat ditetapkan jika hasil audit ICAO di bawah rata-rata. Komisi Eropa
berupaya terus menghubungi Indonesia sampai menyurati Menteri Perhubungan
pada masa tersebut. Pemerintah Indonesia memberikan penjelasan seadanya yang
membuat Komisi UE tidak memperoleh data lanjut untuk meninjau penerbangan.
Ketidakseriusan pemerintah untuk membenahi masalah penerbangan. Penetapan
sanksi larangan terbang Indonesia tercantum pada regulasi European Council
1400/2007. Bumerang bagi Pemerintah Indonesia yang kerap tidak menanggapi
secara etis berbagai permasalahan, termasuk keamanan penerbangan. Tindakan ini
menjadi teropong bagi FAA-Amerika dan Australia yang menurunkan peringkat
maskapai Indonesia tidak lama selang penetapan pelarangan terbang.

Faktor inilah yang Pemerintah Indonesia mengupayakan dalam pencabutan
larangan terbang di UE. Penulis menemukan bahwa upaya Pemerintah Indonesia
mencabut larangan terbang di Kawasan UE merujuk pada diplomasi penerbangan.
Tiga kerangka diplomasi penerbangan yang dipaparkan oleh Michael Kobierecki
sejalan dengan upaya Pemerintah Indonesia. Penerbangan sebagai alat kebijakan
negara, dimana pemerintah menjalin kerja sama, perjanjian bilateral, fast track,
serta horizontal agreement dengan negara-negara anggota UE. Penerbangan
sebagai pembentuk citra negara, dimana Garuda Indonesia selaku maskapai milik
negara mengeluarkan modal sisa meskipun sedang merugi akibat larangan terbang
sebesar US$ 36 juta saat itu. Melakukan restrukturisasi, peresmian konsep baru,
dan bekerja sama dengan sejumlah maskapai menerapkan sistem codeshare, serta
upaya pemerintah terhadap fast track membuat Garuda Indonesia dapat kembali
terbang ke rute Eropa, yakni Amsterdam. Subjek penerbangan terlibat dalam
aktivitas diplomatik, yang dimana Indonesia menjalin kerja sama dengan ICAO.
Pengiriman bantuan operasional penerbangan, penyediaan beasiswa pelatihan bagi

teknisi, dan pembangunan kantor ICAO-Indonesia di Montreal, Canada.
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5.2. Saran

Melalui penelitian ini, penulis mengajukan saran kepada segenap pengkaji
Hubungan Internasional. supaya semakin dapat melakukan sumbangsih mengenai
informasi dan paparan lebih mendetail serta spesifik mengenai upaya-upaya
diplomasi Pemerintah Indonesia dengan Komisi Uni Eropa dan ICAO. Sehingga
temuan-temuan yang lebih mendetail serta spesifik tersebut tentunya mendukung
bobot penelitian menjadi penyempurnaan dan membawa dampak praktis dan
akademis kepada banyak pihak, seperti regulator, investigator, operator,
khususnya akademisi dan praktisi mengenai kajian-kajian diplomasi.
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